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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi, perlu memberikan kebijakan Pajak Penghasilan berupa penilaian kembali aktiva 
tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan 
pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, serta 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva 
Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan 
Tahun 2016 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); 
UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); 
PP No. 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.161, TLN No.5183); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan 
mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada 
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2016. 

Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pajak Penghasilan yang 
bersifat final sebesar: 
a. 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri 

ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; 
b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai 

dengan tanggal 30 Juni 2016; atau 
c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2016, 
yang dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil 
perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak, di atas nilai sisa buku fiskal semula. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian 
penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Wajib Pajak yang telah mengajukan 
permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 79 /PMK.03/2008 dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan surat 
keputusannya, dapat mengajukan kembali permohonan penilaian kembali aktiva tetap sesuai 
dengan Peraturan Menteri ini. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2015 dan diundangkan pada 
tanggal 20 Oktober 2015. 

 


